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                                                         PENDAHULUAN
[bookmark: _GoBack]Kehadiran bank syariah telah ditunggu-tunggu oleh umat Islam pada umumnya, karena selama ini kehadiran bank syariah atau bank Islam hanya berupa tulisan yang dinarasikan oleh para pemikir Muslim dalam karyanya yang menjelaskan mengenai keunggulan dan sistem bank syariah yang bebas dari bunga ataupun riba, di antara pemikir muslim tersebut antara lain Anwar Quureshi (1946), Naeim Siddiqi (1948), dan Mahmud Ahmad (1952).1 Seiring dengan desakan dan kegelisahan kaum muslimin, Bank Syariah mulai terbentuk di Negara-negara Islam seperti Arab Saudi, dan pada tahun 1940-an di Malaysia telah beroperasi Bank tanpa bunga pertama kali, dan dilanjutkan berdirinya lembaga-lembaga keuangan tanpa bunga di beberapa Negara salah satunya di Pakistan tahun 1950-an berdiri Lembaga Perkreditan tanpa Bunga, namun lembaga tersebut tidak berjalan sesuai dengan target dan harapan.
Perkembangan selanjutnya, di Mesir telah berdiri bank syariah pertama kali yang mendapat sambutan cukup hangat dari kalangan petani dan masyarakat pedesaaan, Bank tersebut diberi nama Mit Ghamr Local Saving Bank (Bank Simpan Pinjam Daerah)3 dengan sistem tanpa bunga. Pada dasarnya bank tersebut memiliki kegiatan yang sama dengan Bank pada umumnya yang menyediakan pelayanan seperti simpan, pinjam, investasi, pelayanan sosial, serta beberapa layanan umum lainnya yang berhubungan secara langsung dengan dunia perbankan. Mit Ghamr Local Saving Bank didirikan pada tahun 1963 oleh Dr. Ahmed el-Najar di Mesir sampai dengan tahun 1967.4 Pada tahun 1963 Bank tersebut mendapatkan bantuan permodalan dari Raja Faisal, dan di tahun 1967 Mit Ghamr Local Saving Bank sistem operasionalnya diambil alih oleh National Bank Of Egypt dan Central Bank of Egypt.
Kehadiran dan munculnya Lembaga Keuangan non Bunga di berbagai Negara memunculkan gagasan untuk mendirikan Bank Syariah di tingkat Internasional. Dalam konferensi Negara-negara Islam di dunia bertempat di Kuala Lumpur pada bulan April 1969, yang melibatkan 19 Negara Islam di dunia.6 Hasil dari kegiatan tersebut, pada tahun 1970-an berdiri Islamic Development Bank (IDB), yang pendiriannya diawali dengan sidang Menteri Luar Negeri dari setiap Negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam bertempat di Karachi, Pakistan bulan Desember 1970.
Pada bulan Oktober 1975, IDB yang beranggotakan 22 negara Islam sebagai pendiri, mengharapkan agar Bank ini dapat berperan penting dalam pembangunan negara anggotanya, seperti menyediakan bantuan finansial dalam pendirian bank syariah, dana hibah penelitian, perbankan dan keuangan Islam pada masing-masing negara. IDB berpusat di Jeddah, Arab Saudi yang pada waktu itu telah memiliki lebih dari 43 negara anggotanya.7 Selain itu, hadirnya IDB memberikan peluang bagi negara muslim maupun non muslim dalam mengembangkan dan mendirikan lembaga-lembaga keuangan Islam.
Bank syariah dari masa ke masa mengalami perkembangan yang sangat pesat, hingg saat ini ±1.500 lembaga keuangan Islam telah tersebar di seluruh dunia baik di negara-negara muslim maupun negara-negara barat seperti Inggris, Amerika, Australi dan negara lainnya.8 Di Indonesia sendiri pada awal tahun 1980- an, telah diselenggarakannya diskusi awal mengenai pembentukan bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam.9 Diskusi tersebut berlanjut pada kegiatan lokakarya Bunga Bank dan Perbankan yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990 bertempat di Cisarua Bogor Jawa Barat. Hasil lokakarya terseut dibahas pada acara Musyawarah Nasional (MUNAS) IV MUI yang berlangsung di Hotel Syahid Jaya Jakarta tanggal 22-25 Agustus 1990. Berdasarkan amanat MUNAS IV MUI, dibentuk kelompok kerja yang secara khusus bertujuan untuk mendirikan Bank Syariah di Indonesia. Sehingga, Bank Syariah pertama kali terbentuk diperkarsai oleh MUI dan mendapat dukungan penuh dari pemerintah Indonesia, dan beberapa organisasi cendikiawan muslim di Indonesia serta bebera pengusaha muslim lainnya. Bank syariah pertama kali yang didirikan di Indonesia diberi nama PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Berdiri tahun 1991 dan mulai beroperasi pada bulan Mei 1992.
Munculnya Bank Muamalat di Indonesia, mengawali pemerintah untuk mulai dan memperkenalkan dual bangking sistem11. Keberadaan dan kehadiran perbankan syariah di Indonesia mulai dirasakan oleh masyarakat umum tahun 1998,12 hal ini sebagai komitmen pemerintah dalam memberikan kebebasan bagi bank syariah dalam menjalankan sistemnya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariat Islam. Pendirian bank syariah di Indonesia semula banyak diragukan, hal ini dikarenakan 1. Banyak orang berpendapat bahwa sistem bebas bunga suatu hal yang tidak mungkin dan tidak lazim, 2. Adanya banyak pertanyaan mengenai cara bank membiayai operasionalnya.13 Namun, disisi lain Bank syariah sebagai alternatif ekonomi Islam.
Gubernur Bank Indonesia Bapak Burhanuddin Abdullah (pimpinan masa itu), menyatakan bahwa pada dasarnya keputusan nasabah dalam memilih bank syariah atau pun bank konvensional, tidak sepenuhnya berpengaruh karen adanya fatwa MUI yang mengharamkan bunga bank. Melainkan, nasabah memilih bank syariah karena alasan rasional, salah satunya berupa keuntungan bagi hasil yang menjanjikan dibanding bank konvensional dengan sistem bunga. Dalam sistem bank syariah tidak dikenal istilah kredit, melainkan lebih mengenal sistem pembiayaan (financing). Akan tetapi, kesan masyarakat terhadap perbankan syariah justru berbeda dengan sistemnya yang non bunga (bagi hasil) melainkan masyarakat awam beranggapan bahwa yang berubah hanya namanya, sedangkan sistemnya lebih mengarah kepada bunga bank.
Perbaikan sistem dalam dunia perbankan syariah terus diupayakan, agar masyarakat dapat mempercayai produk yang ditawarkan dengan sistem bagi hasil lebih menguntungkan dan bebas dari riba. Salah satu upaya tersebut, Otoritas jasa keuangan (OJK) secara resmi mengeluarkan izin penggabungan (merger) tiga usaha bank syariah yaitu PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT bank BNI Syariah tertanggal 27 Januari 2021 melalui surat Nomor SR- 3/PB.1/2021. Dan pada tanggal 1 Februari 2022 bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H, Presiden Joko Widodo meresmikan merger bank syariah tersebut menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) yang hadir dalam mengembangkan Ekonomi Syariah di Indonesia.14
Hadirnya bank syariah Indonesia di tengah-tengah masyarakat, tentunya dengan harapan agar masyarakat Indonesia lebih yakin dan percaya dengan platform atau produk yang ditawarkan oleh bank syariah dengan tanpa bunga (sistem bagi hasil) dengan berlandaskan pada prinsip syariah, sehingga transaksi yang ditawarkan tidak merugikan salah satu pihak dan merugikan pihak lain yang berakad.
Praktik dalam sistem perbankan syariah tentunya tidak selalu akan berjalan dengan mulus, sehingga tidak menutup kemungkinan akan terjadinya wanprestasi (tidak terpenuhinya prestasi) yang dilakukan oleh salah satu pihak	dan mengakibatkan pihak lain dirugikan. Kejadian ini, diakibatkan karena salah satu pihak tidak mampu membayar atau tidak memenuhi prestasinya, dan bisa juga diakibatkan karena hal-hal yang tidak terduga seperti bencana alam dan sejenisnya.
Masa merger tiga bank menjadi bank syariah Indonesia, masalah-masalah seperti di atas pasti dijumpai, salah satunya pada pembiayaan akad murabahah. Seringkali masalah pada pembiayaan murabahah beberapa nasabah mengelak dalam mengembalikan pembiayaan yang sudah disepakati di awal akad, alasan salah satunya menurut sebagian nasabah bahwa akad yang disepakati tidak memenuhi syarat perjanjian. Akibatnya, berdasarkan data yang penulis dapatkan persentase wanprestasi dari pihak nasabah dalam kesepakatan akad murabahah di Bank Syariah Indonesia pasca merger di Kota Mataram mencapai rata-rata 3,5%.15 Adapun bentuk-bentuk wanprestasi nasabah yang terjadi di BSI Kota Mataram adalah: tidak memenuhi kewajibannya secara baik sesuai dengan regulasi atau sesuai akadnya, mencapai ± 0,1%, tidak memenuhi akad atau tidak sesuai waktunya, mencapai ± 0,1%, melaksanakan apa yang disepakati namun tidak sesuai dengan isi perjanjian, mencapai ± 0,35%, dan tidak melaksanakan kewajiban sesuai yang telah disepakati, sehingga menjadi macet, mencapai ±0,1%.
Terhadap nasabah yang melakukan wanprestasi, BSI Kota Mataram mengambil Tindakan dengan mengeksekusi jaminan-jaminan, yaitu dengan menjualnya melalui pelelangan umum atau melalui penjulan di bawah tangan. Harga jual atau pembiayaan obyek jaminan ditentukan oleh BSI Kota Mataram. Model penyelesaian terhadap nasabah yang wanprestasi pada akad murabahah.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yuridis normatif, yaitu menelaah secara mendalam terhadap asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, dan pendapat para ahli hukum serta memandang hukum secara komprehensif, artinya hukum bukan saja sebagai kaidah-kaidah yang bersifat normative bahkan menjaditeks undang-undang saja (law in books)17 namun melihat interaksi hukum di masyarakat dalam penyelesaian wanprestasi nasabah dalam praktik akad murabahah pasca merger tiga bank syariah di Kota Mataram.
Pendekatan sosiologi hukum, meruapakan proses hubungan antar manusia dalam masyarakat, baik secara individual, maupun secara institusional.18 Pendekatan sosiologi hukum, menyangkut hukum dan sistem sosial, persamaan- persamaan dan perbedaan sistem hukum, sifat-sifat hukum yang dualistis, hukum dan kekuasaan, hukum dan nilai-nilai sosial budaya, kepastian hukum dan peranan hukum sebagai alat mengubah masyarakat. Dengan demikian, akan menemukan jati diri penyelesaian permasalahan yang berkembang di masyarakat. 
PEMBAHASAN
Konflik adalah perbenturan (pertentangan) dua atau lebih kekuatan yang timbul karena sejumlah perbedaan kepentingan. Teori utama yang memahami konflik adalah teori konflik sebagai pembeda dari pendekatan kelompok fungsionalis yang melihat konflik sebagai sebuah variable dalam pertukaran. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Kuper, pemikiran teori konflik didasari cara pandang bahwa setiap system social merupakan “ajang pertandingan”, baik perorangan maupun kelompok.
Secara umum, dapat dikatakan bahwa teori konflik sebagai sebuah fakta yang terjadi dalam sebuah kehidupan bersa,a yang dipahami sebagai pertentangan diantara para pihak untuk menyelesaikan masalah, bila tidak terselesaikan maka timbul sengketa.
A. Kriteria pembiayaan Bermasalah
Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang menerapkan deficit unit. Dalam hal pemberian pembiayaan kepada debitur, pihak bank harus menjaga Kesehatan bank atau prudential standards dengan menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential principle) sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan berdasarkan prinsip syariah,21 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
Penerapan prinsip kehati-hatian (prudentian principle) pada pembiayaan murabahah

Berdasarkan pada peraturan prinsip kehati-hatian dan pelaksanaan pembiayaan murabahah, bank syariah dianjurkan agar menjalankan pemberian pembiayaan murabahah melalui dua cara: pengawasan preventif dan pengawasan represif.23
a. Pengawasan preventif
Pengawasan preventif merupakan pengawasan yang dilakukan pihak bank sebelum adanya persetujuan pemberian pembiayaan kepada calon nasabah dilaksanakan sebagai wujud dari keyakinan pihak bank atas calon nasabah. Pengawasan preventif yang harus dilakukan oleh bank syariah terdiri dari:
1) Pemeriksaan awal dengan memperhatikan 5 C24
a) Character (watak)
b) Capital (modal)
c) Capacity (kemampuan)
d) Condition of economic (kondisi ekonomi)
e) Colateral (agunan atau jaminan)
2) Mengantisipasi kemungkinan adanya pembatalan pemesanan oleh (calon) nasabah; dana
3) Adanya penetapan jangka waktu maksimal di dalam pembiayaan murabahah.
b. Pengawasan repressif
Dalam hal ini pihak bank melakukan pengawasan terhadap debitur yang mengajukan permohonan pembiayaan dengan tujuan produktif, namun untuk pembiayan konsumtif tidak dilakukan pengawasan, kecuali pembiayaan yang diberikan kepada debitur mulai bermasalah.
Upaya-upaya meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah dilakukan dengan satau atau kombinasi di bahwah ini25:
a. Pemberian saran;
b. Penambahan modal;
c. Merger;
d. Pengurangan rencana perluasan;
e. Memndorong penagihan piutang yang lamban;
f. Meningkatkan pengendalian persediaan;
g. Dapatkan jaminan tambahan;
h. Merestruktur utang
i. Menambah jumlah pinjaman.
2. Pengertian pembiayaan bermasalah
Ada beberapa pengertian tentang pembiayaan bermasalah, sebagai berikut:26
a. Pembiayaan yang di dalam pelaksanaannya belum memenuhi target yang diinginkan oleh pihak bank;
b. Pembiayaan yang memiliki kemungkinan timbulnya risiko di kemudian hari bagi bank dalam arti luas;
c. Mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajiban baik dalam bentuk pembayaran Kembali pokoknya dan atau pembayaran bunga, denda keterlambatan, serta ongkos-ongkos bank yang menjadi beban debitur yang bersangkutan;
Dalam hal pembiayaan bermasalah, ada anggapan dari pihak debitur saja. Namun pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh berbagai hal, sebagai berikut:27
a. Kesalahan bank;
b. Kesalahan debitur; dan
c. Faktor eksternal.
Sehubungan dengan hal pembiayaan bermasalah, pihak bank sudah meminimalisasi dengan pasal 9, 10, 19, dan Pasal 20 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan dan penyaluran Dana Bagi Bank yang melaksanakan kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, Pasal 4 peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Dana Serta Pelayanan jasa Bank Syariah, fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN- MUI/IV/2000 tentang Murabahah, dan ketentuan-ketentuan yang tidak bertentangan dengan syariah. 

B. Regulasi tentang Landasan Hukum dalam Penyelesaian Wanprestasi
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama untuk Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/pbi/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran dana bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan prinsip Syariah dalam Kegiatan penghimpuanan dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan jasa Bank Syaraiah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah, fatwa DSN MUI Nomor 13/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Uang Muka dalam Murabahah, fatwa DSN MUI nomor 16/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Diskon dalam Murabahah, fatwa DSN MUI Nomor 17/DSN- MUI/IX/2000 Tentang sanksi Atas nasabah mamou yang menunda-nunda Pembayaran, dan fatwa DSN-MUI Nomor 23/DSN-MUI/III/2002 Tentang Potongan Pelunasab dalam Murabahah.

C. Tahapan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah
Dalam proses penyelesaian pembiayaan dilakukan sesuai dengan kolektabilitas pembiayaan, sebagai berikut:37
1. Pembiayaan lancar,
2. Pembiayaan potensial bermasalah, 
3. Pembiayaan kurang lancar, dilakukan dengan cara:
a. Membuat surat teguran atau peringatan.
b. Kunjungan lapangan oleh bagian pembiayaan kepada nasabah secara lebih sungguh-sungguh.
c. Upaya penyehatan dengan cara rescheduling, yaitu penjadwalan Kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah anggaran. Dan reconditioning, yaitu memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil.
4. Pembiayaan diragukan atau macet, dilakukan dengan cara:
a. Dilakukan rescheduling, yaitu menjadwal ulang jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah anggaran.
b. Dilakukan reconditioning, yaitu memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil usaha.
d. Dilakukan	pengalihan	atau	pembiayaan	ulang	dalam	bentuk pembiayaan qardhul hasan.
Penutup 
Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat mengambil simpulan sebagai berikut: Sistem penyeleaian wanprestasi terhadap debitur dalam pelaksanaan akad murabahah di Bank Syariah Indonesia Mataram, ditempuh atas setiap kondisi permasalahan wanprestasi terhadap debitur, yaitu penagihan secara intensif oleh pihak bank dengan langsung datang ke rumah debitur, penagihan yang dilakukan oleh pihak bank kepada debitur sangat efektif guna menyelesaikan pembiayaan bermasalah dan disesuaikan dengan kondisi sosial umumnya masyarakat Kota Mataram.
